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ABSTRAK 

 

Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan 

tertinggi dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. 

Sebagai bagian dari lembaga kepresidenan, Wakil Presiden berfungsi membantu 

Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945. Namun, pengaturan 

konstitusional tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai tugas dan 

kewenangan Wakil Presiden, sehingga menciptakan kesenjangan kedudukan antara 

keduanya. Hal ini mengakibatkan Wakil Presiden sering dianggap hanya memiliki 

kewenangan semu (pseudo-authority) yang bergantung pada mandat Presiden. 

Sehingga dari penelitian ini diperoleh rumusan masalah satu yaitu bagaimana  

pengaturan mengenai kedudukan Wakil Presiden dalam tugasnya membantu 

Presiden, dan rumusan masalah dua yaitu Bagaimana peran Wakil Presiden jika 

Presiden berhalangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, 

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 

dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu 

bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan primer berupa peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa 

buku, artikel ilmiah, jurnal dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perubahan konstitusi, khususnya setelah amandemen UUD 1945, telah mempertegas 

hubungan kelembagaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Meski demikian, posisi 

Wakil Presiden tetap tidak sepenuhnya setara, baik dalam pembagian tugas maupun 

dalam pengambilan keputusan serta pentingnya pengaturan hukum yang lebih 

spesifik terkait tugas dan wewenang Wakil Presiden agar fungsi kepemimpinan 

lembaga kepresidenan dapat berjalan lebih optimal. 

 

Kata Kunci: Wakil Presiden, Kewenangan, Sistem Presidensial. 
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ABSTRACT 

 

In the government structure of the Republic of Indonesia, the President holds the 

highest power and is assisted by a Vice President in carrying out his duties. As part 

of the presidential institution, the Vice President functions to assist the President as 

regulated in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, the 

constitutional regulation does not provide a detailed explanation of the duties and 

authorities of the Vice President, thus creating a gap in position between the two. 

This results in the Vice President often being considered to have only pseudo-

authority that depends on the President's mandate. So from this study, the 

formulation of problem one is obtained, namely how to regulate the position of the 

Vice President in his duties to assist the President, and the formulation of problem 

two is what is the role of the Vice President if the President is incapacitated. This 

study uses a normative research method, using the legislative approach method and 

the conceptual approach. In this study, 2 types of legal materials were used, namely 

primary and secondary legal materials, the primary materials are in the form of laws 

and court decisions, while the secondary legal materials are in the form of books, 

scientific articles, journals and the internet. The results of the study show that 

constitutional changes, especially after the amendment to the 1945 Constitution, 

have strengthened the institutional relationship between the President and the Vice 

President. However, the position of the Vice President remains not entirely equal, 

both in terms of the division of tasks and in decision-making and the importance of 

more specific legal arrangements related to the duties and authorities of the Vice 

President so that the leadership function of the presidential institution can run more 

optimally. 

 

Keywords: Vice President, Authority, Presidential System. 
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